Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Melalui Belanja Fiskal

sebagai Variabel Moderasi terhadap Tingkat Kemiskinan di

Kabupaten Gowa by Husair, Usman
PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN MELALUI BELANJA FISKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GOWA      Proposal Penelitian Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisinis Islam Uin Alauddin Makassar   OLEH  USMAN HUSAIR 90300114041   JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2018   
   KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISINIS ISLAM Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400  PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini : Nama    : Usman Husair  Nim   : 90300114041 Tempat/Tgl.Lahir : Sungguminasa, 28 Mei 1996 Jurusan   : Ilmu Ekonomi Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam Alamat  : BTN. Gowa Lestari   Judul : Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Melalui Belanja Fiskal Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa  Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Gowa,    Maret 2019                    Penyusun,         Usman Husair                NIM: 90300114041  
    PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama     : Usman Husair  NIM     : 90300114041 Jurusan/Program Studi  : Ilmu Ekonomi Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Melaui Belanja Fiskal Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.  Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat dan pasal 70).        Makassar, Maret 2019                                                                     Yang membuat pernyataan,      Usman Husair                                                  90300114041 
      
  KATA PENGANTAR Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas rahmat serta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Melalui Belanja Fiskal Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan DI Kabupaten Gowa” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddinn Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta  Bapak Muh. Tahir Massa (Alm)  dan Ibu Husmawati yang selalu memberikan do’a, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi.  
  Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya: 1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si, Selaku Rektor beserta Wakil Rektor I,II,III dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 3. Bapak Dr. Sirajuddin, S.E., M.Si  selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan bapak Dr. Hasbiullah, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 4. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Andi Faisal Anwar, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyususnan skripsi ini. 5. Untuk Penguji Skripsi  Dr. Syaharuddin, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. 6. Untuk Penguji Konprehensif Ibu Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag, Bapak Jamaluddin M, SE., M.Si Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si, yang telah mengajarkan saya bahwa seseorang itu belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai. 
  7. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Ilmu Ekonomi, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 8. Untuk Adik saya, Ilham Fathul Kiram yang selalu setia menemani saya dalam proses penelitian. 9. Terima kasih untuk teman-teman Ilmu Ekonomi Angkatan 2014 khususnya teman-teman Ilmu Ekonomi A semoga tak akan terlupakan semua. 10. Terimakasih untuk Guru-guru dan Alumni Keluarga Besar SMA Negeri 9 Makassar yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.  11. Terimakasih untuk keluarga besar KKN Angk. 58 Dusun Mattiro Baji Desa Pattallikang Kecamatan Manuju khususnya posko 2”. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan berkahnya dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  Gowa,  Maret  2019 Penulis,    Usman Husair  NIM: 90300114041   
  DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ....................................................................................  PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .........................................................  PENGESAHAN SKRIPSI ...............................................................................  KATA PENGANTAR .....................................................................................  DAFTAR ISI ....................................................................................................  DAFTAR TABEL ............................................................................................  DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  ABSTRAK .......................................................................................................  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................  1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 8 C. Tujuan Penelitian  ........................................................................ 8 D. Penelitian Terdahulu .................................................................... 9 E. Manfaat Penelitian ..................................................................... 21 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Kemiskinan ...................................................................... 22 B. Tingkat Pendidikan ................................................................... 25 C. Kesehatan .................................................................................. 27 D. Kebijakan Fiskal ....................................................................... 29 E. Kerangka Pikir .......................................................................... 36 F. Hipotesis ................................................................................... 37 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Lokasi Penelitian ....................................................... 38 B. Pendekatan Penelitian ............................................................... 38 C. Sumber dan Jenis Data .............................................................. 38 D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 39 E. Teknik Analisis Data ................................................................. 39 F. Defenisi Operasional ................................................................. 45 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian  ......................................... 46 B. Deskripsi Variabel Penelitian.................................................... 49 C. Hasil Analisis Data ................................................................... 62 D. Pembahasan Hasil Penelitian  ................................................... 78 
  BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN .......................................................................... 88 B. SARAN ...................................................................................... 88 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  LAMPIRAN                       
   Daftar Tabel 1.1 Data Belanja Fiskal Sektor Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 ......................................................................................... 2 1.2 Data Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 ...... 3 1.3 Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 .................. 4 1.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 .......................... 5 1.5 Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 ...... 6 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pertengan Tahun 2017 ......................... 48 4.2 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 .............. 51 4.3 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 ......... 54 4.4 Tingkat Belanja Fiskal dibidang Pendidikan di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 ............................................................................................................ 56 4.5 Belanja Fiskal  kesehatan di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 ............ 58 4.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 (Ribuan Jiwa) . 62 4.7 Uji Multikolinieritas ................................................................................... 66 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi .................................................................... 68 4.9 Hasil Pengujian Regresi Linier dan hasil pengujian Hipotesis .................. 69 4.10 Hasil Uji T......................................................................................72 4.11 Hasil Pengujian Regresi Linier dengan Variabel Moderating.......74 4.12 Hasil Uji T (Moderating)...............................................................77 Daftar Gambar 4.1 Histogram Normalitas Data ....................................................................... 64 4.2 Uji Normalitas data P-Plot ......................................................................... 64 
  4.3 Grafik Scatterplot Pengujian Heteroskedastisitas ...................................... 67                         
  ABSTRAK Nama    : Usman Husair  Nim    : 90300114041 Judul Skripsi : Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Melalui Belanja Fiskal Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Gowa    Kemiskinan di Kabupaten Gowa adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kesenjangan yang terlalu jauh antara kalangan atas dan kalangan bawah yang membuat kemiskinan menjadi satu dari sekian banyak masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Padahal, belanja fiskal Kabupaten Gowa yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun.  Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitan kuantitatif dengan menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat. Dimana penelitian ini adalah penelitan berupa angka-angka dan diolah untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut dan kemudian dimoderasi dengan variabel yang ada.  Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa. Namun setelah dimoderasi dengan variabel belanja fiskal, menunjukkan pelemahan antara variabel. Sehingga penulis menyarakan kepada pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Belanja Fiskal, Tingkat Kemiskinan             
  BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan di Kabupaten Gowa adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kesenjangan yang terlalu jauh antara kalangan atas dan kalangan bawah yang membuat kemiskinan menjadi satu dari sekian banyak masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Padahal, belanja fiskal Kabupaten Gowa yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, besarnya dana yang disediakan pemerintah untuk masalah ini sepertinya tidak dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gowa yang semakin bertambah setiap tahunnya.  Seharusnya dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan kemiskinan dengan cara mengalokasikan dana yang cukup besar setiap tahunnnya setidaknya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Belanja fiskal Kabupaten Gowa untuk mengatasi tingkat kemiskinan termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan serta pengendalian jumlah penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu. Tujuannya tidak lain untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa.       
  Tabel 1.1 Data Belanja Fiskal Sektor Pendidikan Dan Kesehatan  Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 Tahun Pendidikan Kesehatan 2012 85.868.489.156 61.349.279.668 2013 59.733.381.150 78.868.235.547 2014 79.647.740.473 86.674.955.220 2015 52.234.535.507 78.479.977.655 2016 78.406.687.942 156.573.048.119        Sumber: Bappeda Kabupaten Gowa  Merujuk pada data di atas menampilkan bahwa pada tahun 2012 dana belanja fiskal sektor pendidikan mengalami penurunan dari 85.868.489.156 menjadi 59.733.381.150 pada tahun 2013 (juta rupiah). Namun dari tahun 2015 ke 2016 dana belanja fiskal sektor pendidikan mengalami peningkatan dari 52.234.535.507 pada tahun 2015 menjadi 78.406.687.942. sedangkan pada sektor kesehatan pada tahun 2012 dana belanja fiskal sebesar 61.349.279.668 dan mengalami peningkatan menjadi 78.868.235.547 (juta rupiah). Kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan dari 78.479.977.655 menjadi 156.573.048.119 pada tahun 2016. Dengan melihat data tersebut, seharusnya ada korelasi antara besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pendidikan dan kesehatan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa semakin meningkat di tiga tahun terkahir. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah kebijakan di bidang pendidikan. Pendidikan sebagai faktor penting yang dapat membuat seseorang keluar dari garis kemiskinan. Pendidikan juga akan memberi pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga dalam tingkatan tertentu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan , dimana dibutuhkan juga kreatifitas dan daya saing dalam melakukan 
  rutinitas. Pendidikan dapat mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi masalah serta menyelesaikannya dengan tepat.  Tabel 1.2 Data Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016  Tahun Rata-rata Lama Sekolah 2012 7.24 2013 7.37 2014 6.99 2015 7.24 2016 7.52                          Sumber: BPS Kabupaten Gowa Seperti yang terlihat dala tabel di atas, bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gowa mengalami penurunan dari tahun 2013 7.37 menjadi 6.99 di tahun 2014. Namun pada tahun 2015 angka tersebut menigkat menjadi 7.24 dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 7.52. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah meningkat. Namun di balik peningkatan rata-rata lama sekolah tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan Selain itu, faktor lain yang mendukung yang dapat menuntaskan kemiskinan yaitu faktor kesehatan. Modal dasar pertumbuhan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Keduanya harus berjalan beriringan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu penuntasan kemiskinan di masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.    
  Tabel 1.3 Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016  Tahun Angka Harapan Hidup 2012 71.96 2013 72.04 2014 69.78 2015 69.88 2016 69.92                                  Sumber: BPS Kabupaten Gowa Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa dari tahun 2012 mengalami penurunan angka harapan hidup dari 72.04 di tahun 2013 menjadi 69.78 di tahun 2014. Namun pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan angka harapan hidup dari 69.88 di tahun 2015 menjadi 69.92 di tahun 2016. Berdasarkan data tersebut kemajuan di bidang kesehatan membaik. Seharusnya ketika kesehatan dan pendidikan meningkat, maka tingkat produktivitas seharusnya juga mengalami peningkatan dan kemiskinan menurun. Namun, justru jumlah penduduk miskin bertambah. Selain itu faktor jumlah penduduk suatu daerah juga berpengaruh dalam peningkatan kemiskinan di suatu daerah. Ledakan jumlah penduduk yang tak terbatas mengakibatkan banyaknya penduduk yang mempunyai taraf ekonomi dibawah garis kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan mengalami penigkatan. Jika diperhatikan dengan seksama, masalah kemiskinan dapat dilihat dari sisi banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan.     
  Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Gowa tahun 2012-2016  Tahun Jumlah Penduduk 2012 670,465 2013 691,309 2014 709,386 2015 722,702 2016 753,493            Sumber: BPS Kabupaten Gowa Dari tabel di atas, di kabupaten gowa selalu mengalami pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2012 jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 670,465 jiwa sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk di kabaputen Gowa mengalami peningkatan sebanyak 691,309 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di kabupaten Gowa sudah mencapai 753,493 jiwa yang menandakan pertumbuhan penduduk di kabupaten Gowa meningkat dari tahun ke tahun. Melihat data di atas besarnya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya menyebabkan angka kemiskinan terus meningkat dan mungkin tidak adanya upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan ini. Pemerintah daerah sendiri juga sangat berperan penting dalam penuntasan kemiskinan ini. Khususnya Kabupaten Gowa diyakini masih banyak penduduk msikin dan sampai sekarang belum benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak.  Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penuntasan kemiskinan ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, maupun alam pada setiap daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi setiap daerah, sehingga dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan itu sendiri.  
  Tabel 1.5 Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016 Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Jumlah Penduduk Miskin 2012 54,6 8.05% 2013 61 8.73% 2014 57,03 8.04% 2015 59,47 8.27% 2016 61,52 8.40%   Sumber: BPS Kabupaten Gowa Berdasarkan data di atas, tingkat penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari 8.73%  pada tahun 2013 menjadi 8.04% di tahun 2014 akan tetapi pada 2 tahun berikutnya, tingkat penduduk miskin di Kabupaten Gowa meningkat dari 8.04% di tahun 2014 menjadi 8.27% di tahun 2015 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2016 menjadi 8.40%. Menurut Quraish Shihab dalam buku tafsir maudhu’i mengatakan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan faktor sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiyaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, di tunjukan kepada makhluk yang dinamainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak. Dalam surah Al-Hud 11:6 Allah SWT berfirman:    	
ִ       ִ!"֠$% '()"+ ִ,-./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  Terjemahnya:  6. dan tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata ( Lauh Mahfuz)  Yang dimaksud makhluk bergerak  di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. Ayat ini “menjamin”siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti. Lebih tegas lagi dalam QS. Ibrahim 34:14 dinyatakan bahwa,  @5AB/5 C ?D4E;  2☺9$BIִJ 3 K LM"/ NOִ☺"P   Q ִ,2RS$T A U V8N1WOX Z2")/E/B ⌦\]Q; ^?     Terjemahnya: 34.  Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). . Sumber daya alam yang disiapkan Allah SWT unutk manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis, maka ada alternatif lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. 
  Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sikap zalim, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu unutk mengangkatnya kepermukaan, atau menemukan alternatif pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang disitilahkan oleh ayat di atas dengan sikap orang yang ingkar. B. Rumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah 1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ? 2. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ? 3. Apakah belanja fiskal sektor pendidikan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ? 4. Apakah belanja fiskal sektor kesehatan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui  pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa  2. Mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa 3. Mengetahui pengaruh belanja fiskal sektor pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa  
  4. Mengetahui pengaruh belanja fiskal sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa    D. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian Research Gap Radhitya Widyasworo Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan Angkatan Kerja Wanita Teradap Kemiskinan DI Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012) Tingkat pendidikan, kesehatan, angatan kerja wanita, tingkat kemiskinan Dalam rentang waktu antara 2008-2012, secara simultan, semua variabel independen, yaitu Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Kesehatan (X2) dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (X3), di Kabupaten Gresik pada khususnya mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Peningkatan dan perbaikan pada ketiga variabel bebas tersebut, mampu mengurangi Tingkat Kemiskinan Menurut Radhitya tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun menurut penelitian Faturrohim tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
  yang ada secara signifikan Anggit Yoga Permana, Fitrie Arianti Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan DI Jawa Tengah Tahun 2004-2009   PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan Dari hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa laju pertumbuhan PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian hipotesis Dalam penelitian ini menganggap bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan Susanti berkata lain. Bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 
  keempat diperoleh hasil bahwa kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Prastyo (2010) Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di jawa tengah tahun 203-2007) Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, tingkat, pengangguran, kemiskinan Hasil penelitianya menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum  dan pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat  kemiskinan, sedangkan variabel penganguran memberikan pengaruh positif dan  signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di jawa tengah Menurut penelitian yang dilakukan Prasetyo variabel pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Fitri Amalia mendapatkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Faturrohim (2011) Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek PDRB, Angkat Harapan Hidup, Angka Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dari hasil yang di dapatkan bahwa tingkat 
  Huruf terhadap tingkat kemiskinan di jawa tengah Melek Huruf    PDRB, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel Melek Huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kesehatan yang diukur melalui Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun M.Alhudori mengatakan variabel IPM (didalamnya termasuk tingkat kesehatan) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Fitri Amalia Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Indonesia Timur Periode 2001-2010 Pendidikan, pengangguran, inflasi, kemiskinan Dari ketiga variabel penelitian, diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara positif terhadap kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur  Menurut Fitri variabel pendidikan mepengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan.  Namun menurut penelitian Faturrohim tingkat pendidikan tidak berpengaruh 
   signifikan terhadap tingkat kemiskinan Aloysius Mom Njong The Effect Of education attainment on poverty reduction on cameroon Pendidikan, kemiskinan, gender,kamerun Sesuai teori yang berlaku umum, pencapaian pendidikan merupakan penentu penting dari insiden kemiskinan dan harus dipertimbangkan terutama dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan penelitian ini, menyimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam penuntasan kemiskinan. Sedangkan menurut penelitian Susanti, pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Alejandro de la Fuente, Manuel Rosales, Jon Jellema The Impact Of Fiscal Policy On Inequality And Poverty In Zambia Kebijakna fiskal, ketimpangan pendapatan, kemiskinan Menurut mereka kebijakan fiskal tidak memiliki dampak yang lebih besar pada kemiskinan di pedesaan dari pada di perkotaan. Dengan kata lain kebijakan ini fiskal tidak terkonsentrasi didaerah pedesaan yang Menurut penelitiana ini kebijakan fiskal tidak akan berpengaruh besar jika hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan yang memilki orang msikin lebih sedikit daripada 
  dimana lebih banyak orang miskin.  dipedesaan. Namun menurut Abdul Kadir dkk mengatakan kebijakan fiskal akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan  Sacchidanand Majumder, Dr. Soma Chowdhury Biswas Impact of Education dan Health in Poverty Allevation In Bangladesh  Pendidikan, kesehatan, kemsikinan Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan kepala rumah tangga memungkinkan rumah tangga tersebut tidak miskin. Pendidikan adalah hal penting yang diperlukan dalam suatu program yang dimaksudkan untuk memerangi kemiskinan Menurut mereka pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan khususnya terhadap kepala rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faturrohim pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan Masood Sarwar Awan, Nouman Impact of education on proverty Kemiskinan, pendidikan, pakistan Pendidikan adalah yang faktor paling penting yang Menurut mereka pendidikan dapat 
  Malik, Haroon Sarwar, Muhammad Waqas reduction dapat mengurangi kemiskinan. Pencapaian pendidikan pasti meningkatkan penghasilan potensi individu dan akibatnya, akan membantu mereka keluar dari kemiskinan mengeluarkan individu ataupun masyarakat dalam belenggu kemiskinan. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti. Ia mengatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan M. Ruseva, D. Genov, V. Jekova Impact of poverty on the human development index in Bulgaria Kemiskinan, sumber daya manusia, IPM Hasil penelitian mengatakan bahwa ada peningkatan indeks pembangunan manusia di negara Bulgaria dikawasan tengah selatan Hasil penelitian ini megnatakan bahwa peningkatan IPM dapat mengurangi kemsikinan. Namun penelitan yang dilakukan Prasetyo mengatakan bahwa IPM khususnya pendidikan berpengaruh 
  negatif terhadap kemiskinan Sudarlan Contribution of human development index on per capita income growth and poverty allevation in INdonesia IPM, pendaptan perkapita, kemiskinan Pendidikan dan kesehatan memiliki efek yang positif terhadap penganggulangan kemiskinan di Indonesia Menurut Sudarlan pendidikan memiliki efek untuk mengurangi kemiskinan. Namun menurut Anggit Yoga dkk mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan M. Alhudori Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di provinsi Jambi IPM, PDRB Jumlah pengangguran, penduduk miskin  Berdasarkan analisis regresi linear berganda IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, analisis regresi linear berganda PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, analisis regresi linear berganda jumlah Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alhudori, bahwa IPM ( yang didalamnya terdapat tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan ) mempunyai hubungan positif terhadap tingkat 
  pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin kemiskinan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti mengatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Radhitya mengatakan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmat Budi Suharto Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, IPM Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Hasil penelitian yang mereka dapatkan bahwa kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM, Namun pada penelitian 
  Kutai Timur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM yang dilakukan oleh Sugiarto, dkk mendapatkan bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM Abdul Kadir Mahulauw, Dwi Budi Santosa, Putu MAhardika Pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap IPM di Provinisi Maluku  Pendidikan, kesehatan, pendapatan perkapita, IPM Pengeluaran pemerintah provinsi maluku bidang kesehatan salam periode 2009-2013 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM begitu juga dengan bidang pendidikan Menurut Abdul kadir, dkk mendapati bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap Ipm namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul mengatakan bahwa pengeluaran bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Yoan Analisa Kemiskinan, Pengaruh Menurut 
  Bahalau, Een Novritha Walewangko, Hanly F pengaruh kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan,  anggaran pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara  Yoan, dkk mengatkan bahwa pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM, namun beda hal nya yang didapatkan oleh Merang Kehang, dkk yang menurut mereka pengaluaran sektor kesehatan tidak berpangaruh terhadap IPM Khoirul Fikri T Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadapa IPM Indonesia Tahun 2004-2013 Pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, IPM, pertumbuhan penduduk, PDRB per kapita Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap IPM.sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Menurut Khoirul pengeluaran sektor pendidikan tida berpengaruh terhadp IPM, namun menurut Abdul Kadir, dkk dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengaluran pemerintah menunjukkan 
  pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM  E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:  1. Bagi pengambil kebijakan  Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami bagaimana Pengaruh Pendidikan dan  Kesehatan Melalui Belanja Fiskal sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa agar dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Ilmu pengetahuan   Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai bagaimana Pengaruh Pendidikan dan  Kesehatan Melalui Belanja Fiskal sebagai Variabel Moderasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gowa.      
     BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Kemiskinan Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata”miskin” yang berarti tidak berharta benda dan serba kekurangan.  Menurut Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik (dalam, Achmad 2013) mendefinisikan bahwa kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal unutk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh lagi kemiskinan merupakan suatu kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan maupun non-makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam ukuran kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lainnya seperti tingkat 
  kesehatan dan pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum. Pada umumnya terdapat dua indikator yang mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan akumulasi dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan yaitu akumulasi nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:  a. Kemiskinan absolut Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang unutk hidup secara layak. Seseorang digolongkan dalam miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan hidupnya. b. Kemiskinan relatif 
  Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang telah dapat  memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya. Semakin besar jarak ketimpangan antara penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan distribusi pendapatan  Menurut Amrtya Sen, kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari kaum miskin ditegakkan. Kemiskinan di Kabupaten Gowa jika dikaitkan dengan pemikiran Sen, disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, agar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik. Selain itu menurut Sen, mengungkapkan bahwa hampir semua pendekatan mengenai kesejahteraan berujung pada pertimbangan terhadap kesehatan dan pendidikan selain pendapatan. Analisis Sen adalah bagian dari apa yang disebut PBB sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  Selain itu, dari faktor ekonomi menurut Sharp dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dengan jumlah terbatas dan kualitasnya yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah dan memiliki upah yang rendah pula yang dipicu oleh 
  rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, diskriminasi ataupun karena faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat berdasarkan pola waktu, meliputi (1) persistent poverty, merupakan kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun; (2) cyclical poverty, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) seasonal poverty, merupakan kemiskinan musimanan yang dapat dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) accident poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu  yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Dalam bukunya, Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: 1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonomi tergolong lambat 2. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah bahkan ada yang mengalami stagnasi 3. Distribusi pedapatan yang timpang dan tidak merata 4. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan garis kemiskinan absolut 5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang uruk dan terbatas, wabah penyakit yang banyak menyebabkan kematian bayi lebih tinggi 6. Fasilitas pendidikan dan isi kurikulum relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai  B. Tingkat Pendidikan 
  Pendidikan adalah khas yang hanya ada pada dunia manusia, dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia itu sendiri tanpa manusia pendidikan tidak akan pernah ada. Keberadaan kegiatan pendidikan tersebut tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga dimensi tempat dalam artian pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Praktek pendidikan diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi kemajuan pada suatu kelompok masyarakat. Pendidikan diharapkan bisa menjadikan individu dan kelompok masyarakat sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing disatu sisi, serta dapat mempersiapkan individu dan kelompok untuk memasuki pasar tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya masing-masing untuk memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jalur pendidikan di Indonesia meliputi; 1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan tambahan atau sebagai pengganti dan pelengkappendidikan formal 
  3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan kelaurga dan lingkungan yang terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan Menurut Todaro ( 1994 ) menyatakan bahwa salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan formal. Semakin baik akses masyarakat terhadap pendidikan, semakin besar kesempatan mereka unutk meningkatkan kesejahteraan.  Sedangkan menurut Schultz (1961) dan Backer (1965), pendidikan merupakan investasi yang dilakukan di masa kini oleh sumber daya manusia dengan tujuan memperoleh hasil di masa yang akan datang. Di bidang pendidikan, salah satu yang menyebabkan pendidikan sebagai salah satu faktor tingginya angka kemiskinan adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan di tingkat SD ke SMP. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya akses masyarakat miskin unutk melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya, baik bersifat fisik maupun finansial. Akses finansial terbatas akibat tingginya biaya menciptakan halangan bagi pendidikan masyarakat miskin pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi Selain teori di atas, terdapat pula teori yang tidak memihak. Teori itu sering disebut dengan teori budaya miskin. Teori ini mengatakan bahwa gambaran budaya kelompok kelas bawah, khusunya pada orientasi untuk masa sekarang dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
  Selanjutnya menurut Oscar Lewis, dalam Suparlan (1984), mengidentifikasikan bahwa dalam kebudayaan kemiskinanan (terutama dalam perkotaan), adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat dengan kepadatan yang tinggi, terbatasnya akses-akses terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. C. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai dari segi investasi, sehingga kesehatan menjadi salah satu variabel yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai individu, masyarakat maupun rumah tangga, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Karena itulah kesehatan dijadikan sebagai modal yang dimiliki tingkat pengembalian yang positif baik unutk individu maupun untuk masyarakat luas. Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.  Mils dan Gilson (1990) dalam Dimas (2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal berikut: a. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan c. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan d. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya 
  e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat Staruss dan Thomas (1995) berpendapat bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kesehatan dan kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat atau individu tersebut terjebak dalam lubang kemiskinan. Dalam mengukur seberapa besar pembangunan kesehatan berjalan dapat dilihat melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup sendiri merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung. Ada dua jenis yang digunakan dalam menghitung Angka Harapan Hidup, yaitu anak yang lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar, dimana angka tertinggi sebagai batas unutk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan trendah 25 tahun. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat sangatlah penting unutk melihat angka harapan hidup. Menurut Licolin (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga 
  merupakan salah satu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja, mengurangi hari tidak bekerja karena sakit dan menaikkan output energi.  D. Belanja Fiskal  1. Pengertian kebijakan fiskal Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritasnya utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan diwakili oleh pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya mereprentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah belanja dan pendapatan, yang secara eksplisit digunakan unutk mempengaruhi perekonomian.  Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya, di manifetasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam memompa aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan ini kepada aktivitas ekonomi negara sangat luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagi akibat pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh 
  pemerintah. Dampak kebijakan fiskal kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal unutk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi (Kemenkeu RI 2012). Kebijakan fiskal sering didefiniskan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah unutk mepengaruhi suatu pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, mencakup semua level pemerintah (Govil, 2009) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah a. Peningkatan penerimaan kerena perubahan tarif pajak  berpengaruh pada ekonomi b. Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui sisi pengeluaran agregat c. Politik anggaran (surplus, beriimbang dan deifisit) sebagai respon atas suatu gejala atau kondisi, serta 
  d. Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang Definisi lain menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang pemerintah. Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar; 1. Pembiayaan fungsional 2. Pengelolaan anggaran 3. Stabilitas anggaran otomatis 4. Anggaran belanja seimbang Secara singkat, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991 dan Madjid) 2. Orientasi kebijakan fiskal Setelah krisis multi-dimensi tahun 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan pada dua sasaran utama yaitu, mendukung konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan menciptakan ruang gerak fiskal yang memadai guna memperkuat stimulasi fiskal. Sehingga mampu menggerakkan perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas kebijakan dalam tahun-tahun selanjutnya. Dalam periode 2000-2009, upaya pencapaian sasaran kebijakan fiskal tersebut dibagi menjadi  konsolidas APBN dalam periode 2000-2005 dan fase stimulus fiskal dalam periode 2006-2009. Secara operasional, konsolidasi fiskal diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, peningkatan pendapatan yang 
  menitikberatkan pada peningkatan penerimaan pajak dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Kedua, pengendalian dan pinjaman prioritas alokasi belanja minimum. Ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah. Keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peran sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Kelima, pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara. Semenatara itu, penguatan stimulus fiskal terutama diupayakan melalui optimalisasi belanja negara untuk kegiatan-kegiatan dan sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif fiskal. 3. Fungsi kebijakan fiskal Pemerintah terkadang memfokuskan pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tujuan spesifik dari kebijakan fiskal tersebut antara lain;  a. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara b. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan c. Retribusi pendapatan Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka secara bersamaan terdapat kebijakan fiskal jangka pendek dan jangka panjang. Hail ini terutama karena pada faktanya kebanyakan dari langkah-langkah kebijakan jangka pendek juga mempunyai konsekuensi jangka panjang, dan dengan cara yang sama berbagai langkah kebijakan fiskal juga mempunyai implikasi jangka pendek. Berdasarkan 
  tujuan tersebut, ada tiga aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi spesifik dari kebijakan fiskal.  1. Stabilitasi  Tanggung jawabnya adalah menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh dengan harga stabil. Dengan tujuan memelihara tingkat pendepatan nasional aktual mendekati potensinya. 2. Alokasi  Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Intervensi dilakukan secara langsung oleh pemerintah dengan membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak langsung melalui berbagai macam pajak dan subsidi. 3. Distribusi  Berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa diproduksi oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu seperti pemerataan dan trade offs antara pemerataan dan efisiensi. Namun demikian, fungsi kebijakan fiskal lebih jelas meminimalisir fluktuasi siklus bisnis, dimana fungsi ini sangat dibutuhkan perekonomian dan dipandang sebagai alat yang amouh dalam membantu memperkecil siklus bisnis. Kebijakan ini mempengaruhi siklus bisnis, sehingga sangat berpotensi menstabilkan perekonomian dari berbagai fluktuasi siklus bisnis jika dilaksanakan dengan baik, tapt, akurat, dan prudent. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak berjalan dan dikelola dengan baik, 
  justru akan dapat menciptakan masalah baru pada ketidakstabilan ekonomi yang bukan tidak mungkin bahkan lebih buruk lagi (Mankiw, 2007) Menurut John F. Due, ada tiga tujuan dari kebijakan fiskal antara lain; a. Untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi b. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran c. Dan menstabilkan harga-harga sacara umum Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan yang ekspansif dengan menggunakan instrumen defisit anggaran. Karena APBN/APBD merupakan alat kebijakan fiskal, maka pengelolaan anggaran baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran menjadi hal yang sangat penting, agar kebijakan fiskal yang ekspansif dengan anggaran defisit ini tidak akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali menjadi perlu dilaksanakan agar anggaran tetap sehat, kredibel dan berkesinambungan. APBN,APBD mempunyai dua sisi yaitu, sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegaitan pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Dalam praktek pos-pos yang tercantum di sisi ini sngat beraneka ragam dan encerminkan apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dalam programnya. Menurut von Braun dan Grote (2002), mengatakan bahwa berbagai bentuk disentralisasi yang dilakukan dapat menyebabkan penurunan kemiskinan. Studi yang dilakukan menggunakan analisis regresi multi-variant, menemukan bahwa desentralisasi politik yang diukur dengan election tiers, desentralisasi administratif yang diukur dengan size of population dan desentralisasi fiskal yang diukur dengan 
  share of subnational expenditure, semuanya berdampak menurunkan kemiskinan. Namun, mereka kembali menekankan pentingnya untuk melihat ketiga bentuk disentralisasi tersebut secara bersama-sama. Menurut mereka desentralisasi politik dan administratif dilakukan mendahului desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, unutk mewujudkan desentralisasi fiskal yang lebih efektif dan memihak kaum miskin, maka desentralisasi politik dan administratif merupakan prakondisi yang harus dipenuhi, dan disentralisasi fiskal tidak dapat secara otomatis membawa pada pengeluaran yang lebih memihak kaum miskin. Dalam hal pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor ini akan berpengaruh terhadap perekembangan sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia kerja unutk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan pada akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkat investasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014). Menurut Todaro (2003), bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.  Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi individu maupun masyarakat yang tergolong kurang mampu. Menurut Topuz (2009) bantuan kesehatan dari pemerintah 
  seperti asuransi dan sejenisnya dapat secara efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan itu sendiri. Menurut Stephen C. Smith, megatakan bahwa jika layanan kesehatan kepada masyarakat sering kali lebih menguntungkan orang-orang yang kaya dan memiliki koneksi baik. Hal ini dapat terjadi  karena menurut mereka sistem kesehatan menggunakan dana publik secara tidak efisien. Akibatnya subsidi kesehatan ternyata lebih fokus pada layanan pengobatan mahal bagi para pasien orang yang lebih tua (dan pada umumnya dari kalangan kaya), seperti pasien sakit jantung atau kanker, yang sebenarnya cukup mampu memperoleh perawatan rumah sakit yang tepat. E. Kerangka Pikir Kemiskinan selalu menjadi masalah bagi setiap daerah khsusunya di Kabupaten Gowa. Pemberantasan kemiskinan seringkali menjadi program yang selalu ada di setiap pembuatan program kerja. Pembenahan di setiap sektor menjadi program agar kemiskinan dapat diatasi seperti , pendidikan dan kesehatan. Selain itu disektor kesehatan juga ditingkatkan unutk mendukung peningkatan kedua sektor diatas. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :      
         Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian F. Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuatkan sebelumnya maka hipotesis yang akan diajukan yaitu: 1. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa 2. Diduga bahwa kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa 3. Diduga bahwa belanja fiskal dalam Memoderasi pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa 4. Diduga bahwa belanja fiskal dalam Memoderasi kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa.    Pendidikan Kesehatan Belanja Fiskal Kemiskinan 
  BAB III METODOLOGI PENELITIAN  A. Jenis dan Lokasi Penelitian Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitan kuantitatif dengan menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat. Dimana penelitian ini adalah penelitan berupa angka-angka dan diolah unutk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersbut. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gowa yang setiap tahunnya menurut data yang ada, Kabupaten Gowa memiliki tingkat angka kemiskinan yang besar dari tahun ke tahun. Padahal dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengatasi masalah ini sangatlah besar setiap tahunnya. Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat masalah tersbut sebagai objek penelitian. B. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika, yaitu sebagai ilmu sosial dimana alat-alat teori ekonomi, statistik dan matematika diterpakan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi dan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data, laporan, teori atau jurnal terkait yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas C. Sumber dan Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data time series dengan jangka waktu 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan 
  Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa berupa belanja fiskal sektor pendidikan dan kesehatan, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan tingkat kemiskinan.  D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini dari instansi-instansi terkait seperti Kantor Badan Pusat Statistik dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa. E. Metode  Analisis Data Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah independen/bebas dan variabel dependen/terikat. Dimana variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu rata-rata lama sekolah (X1), angka harapan hidup (X2), belanja fiskal (X3) dan variabel terikatnya yaitu tingkat kemiskinan (Y). Data yang berkaitan dengan penelitian ini akan di analisis menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan alat regresi linear berganda. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software SPSS untuk mempermudah dalam menganalisa. Di dalam suatu persamaan ekonometrika, hubungan variabel dependen dan variabel independen yang ada tersebut diformulasikan dan untuk melihat hubungan antara pendidikan, kesehatan, belanja fiskal sebagai variabel moderasi digunakan dua model dasar yang secara eksplisif dinyatakan dalam fungsi berikut ini. 1. Analisis Regresi Berganda Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (pendidikan dan kesehatan) terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan). Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah: 




 + 	 Dimana: Y : tingkat kemiskinan a : costanta  b1-b5 : koefisien regresi  X1 : pendidikan  X2 : kesehatan X3 : belanja fiskal 
  X1X3 : interaksi antara pendidikan dan belanja fiskal X2X3 : interaksi antara kesehatan dan belanja fiskal μ  : Standard error (error term) Data yang digunakan dalam variabel-variabel yang ada terbatas hanya dalam periode 2007-2016. Kemudian setelah ditentukan teknik analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas kemudian uji hipotesis yang terdiri dari uji determinasi , uji f (simultan), dan uji t (parsial) F. Teknik Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan unutk menguji kesalahan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian. a. Uji Normalitas Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data residual terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara untuk menguji apakah data yang dapat dikatakan terdistribusi secara normal atau tidak hanya dapat dilihat pada baris Asyimp. Jika nilai tersbut kurang dari taraf signifikan yang ditentukan misalnya 5% maka data distribusi tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika lebih dari atau sama dengan 5% maka data berdistribusi normal. b. Uji Autokolerasi Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokolerasi yang tinggi di antara variabel 
  independen. Untuk mengukur toleransi terjadi autokolerasi di lihat dari besarnya nilai Durbin Watson pada data statistik yang di uji. Apabila statistik Durbin Watson berkisar di atas 1,55 maka di katakan tidak terjadi autokolerasi, sebaliknya jika statistik Durbin Watson berkisar di bawah 1,55 maka dikatakan terjadi autokolerasi.  c. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas adalah korelasi linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Dengan menghitung koefisien antar variabel independen. Jika nilai korelasi lebih dari 0,10 dengan nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10, maka dapat dikatan tidak ada multikolinearitas dan jika lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan ada gejala multikolinearitas. d. Uji Heterokedastisitas Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika terdapat perbedaan varians maka dijumpai gejala ini. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Glejser. Dengan uji ini, nilai absolute residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Uji heterokedastisitas dengan Glejser digunakan unutk menafsirkan hsail analisis yang peru dilihat adalah angka koefisien antara variabel-variabel bebas dengan absolute residu dan signifikansinya. Jika nilai signifikansinya sama dengan atau lebih besar dari 0,05 maka asumsi ini terpenuhi, tetapi jika nilai signifikansinya tersebut kurang dari 0,05 asumsi ini tidak terpenuhi.  
  2. Uji Hipotesis Uji hipoteisi ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji t (regresi secara parsial): 1) Analisis Koefisien Determinasi Koefisien determinasi () pada initinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤  ≤ 1). Jika nilai  bernilai besar (mendeteksi 1) maka variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika  bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas menjelaskna variabel dependen sengat terbatas. Kriteria analisis koefisien determinasi adalah: a) Jika Kd mendekati nol (0) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat b) Jika Kd mendekati satu (1) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat 2) Analisis Uji F (simultan) Uji F dilakukan unutk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat: a) Membandingkan F hitung dan F tabel Jika F hitung > F tabel maka hipoteisi diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 
  secara siginifikan. Sedangkan jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan b) Melihat probabilitas values Probabilitas values > derajat keyakinan (0,05) maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak dipengaruhi oleh variabel dependen. Sedangkan probabilitas values < derajat keyakinan (0,05) maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen sacara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen seacra signifikan. 3) Analisis uji t (parsial) Uji t dilakukan unutk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi tersebut dapat diestimasi dengan melihat nilai signifikan, apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. Jika signifikan >0,05, maka Ho diterima. Sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak.  G. Defenisi Operasional 1. Tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Gowa pada Tahun 2007-2016 (yang diukur dengan satuan jiwa) 
  2. Belanja fiskal adalah besaran anggaran pemerintah yang diukur melalui pengeluaran pemerintah di Kabupaten Gowa pada Tahun 2007-2016 (yang diukur dalam juta rupiah) 3. Pendidikan adalah angka lama sekolah yang diukur melalui rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Gowa pada Tahun 2007-2016. 4. Kesehatan adalah tingkat harapan hidup masyarakat di Kabupaten Gowa pada Tahun 2007-2016. 5.               
  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Profil Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada 119.3773º Bujur Barat dan 120.0317º Bujur Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bontolempangan, Bungaya, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 
  2. Kependudukan Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, jumlah penduduk menurut kecamatan dikabupaten gowa sampai pada pertengahan tahun 2017 yaitu sebanyak 748.200 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2012 sebesar 670.465 jiwa dan meningkat terus di tahun 2017 menjadi 748.200 jiwa. Perkembangan dan Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.         
  Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk pertengahan Tahun 2017 No. Kecamatan Luas (Km2) Jumlah    (Jiwa) Kepadatan (per Km²) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Bontonompo Bontonompo Selatan Bajeng Bajeng Barat Pallangga Barombong Somba Opu Bontomarannu Pattallassang Parangloe Manuju Tinggimoncong Tombolopao Parigi Bungaya Bontolempangan Tompobulu Biringbulu 30,39 29,24 60,09 19,04 48,24 20,67 28,09 52,63 84,96 221,26 91,9 142,87 251,82 132,76 175,53 142,46 132,54 218,84 42.110 29.882 69.727 25.106 124.049 40.262 168.021 35.563 24.366 18.643 15.057 24.065 29.463 12.708 16.468 12.326 28.704 31.680 1.386 1.022 1.160 1.319 2.571 1.948 5.982 676 287 84 164 168 117 96 94 87 217 145 Jumlah 9.764 686.556 15.618 Sumber: BPS Kabupaten Gowa 2018  
  Pada tabel 4.1 menunjukan jumlah penduduk kabupaten gowa secara keseluruhan yang dipetakan berdasarkan kecamatan, luas wilayah dan kepadatan penduduk per km2. Luas wilayah pada kabupaten gowa mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten gowa, kecamatan somba opu merupakan daerah dengan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebanyak 168.021 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 5.982 per km2. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada kecamatan botolempangan, dengan jumlah penduduk sebanyak 12.326 jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 87 per km2.  B. Deskripsi Variabel Penelitian 1. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Pemerataan kesempatan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan buku-buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik (guru). Selain dari pada itu, peran dari pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan sarana dan pra sarana pendidikan sangat penting karena pendidikan merupakan alat untuk mencerdaskan para generasi-generasi penerus bangsa. Untuk kemajuan suatu bangsa, pendidikan sangat berperan penting di dalamnya. Dalam dunia yang kompetitif dan bersaing, pendidikan adalah jalan untuk dapat bersaing. Sebagian besar menyadari dengan adanya pendidikan yang baik maka menghasilkan manusia yang baik untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan gizi yang baik 
  tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten gowa agar masyarakat menjadi SDM yang berkualitas, selain itu juga agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada dengan banyaknya orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan untuk merubah taraf kehidupannya. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Namun, perubahan cakupan dari penduduk usia 15 keatas dengan metode lama menjadi 25 tahun keatas dengan metode baru menyebabkan penurunan nilai rata-rata lama sekolah.  Salah satu indicator yang digunakan untuk menilai tingkat pendidikan pada suatu daerah yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan rata-rata yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2017 sebesar 7,74 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 7,52 tahun. Dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Gowa rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 7 saja atau SMP kelas 1. Program nasional wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah nampaknya belum memperlihatkan hasil yang nyata. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kondisi social ekonomi yang juga rendah, sehingga hanya mampu menyekolahkan anak-
  anaknya sampai sekolah dasar saja. Pada tabel 4.2 menunjukan tingkat pendidikan berdasarkan presentase rata-rata lama sekolah.  Tabel 4.2. Presentase Rata-rata Lama Sekolah Di Kabupaten Gowa  Tahun 2007-2016 Tahun Rata-rata Lama Sekolah (%) 2007 6.36% 2008 6.36% 2009 6.57% 2010 6.83% 2011 7.23% 2012 7.24% 2013 7.37% 2014 6.99% 2015 7.24% 2016 7.25% Sumber: BPS Kabupaten Gowa 2018  Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan secara umum rata-rata tingkat lama sekolah di kabupaten gowa Sulawesi selatan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Tingkat rata-rata lama sekolah dengan nilai paling tinggi terdapat pada tahun 2013 sebesar 7.37%. disusul pada tahun 2016, 2015, 2012, dan 2011 dengan perolehan nilai rata-rata diatas 7% dengan masing masing sebesar 7,25%, 7,24%, 7,24% dan 7,23%. Sisanya persentase rata-rata lama sekolah dibawah 6% untuk tahun 2014, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan suatu daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi dibidang pendidikan yang diperlukan. Apalagi jika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif. Keadaan ini bisa menjadi keuntungan jika mereka dibekali dengan pendidikan yang berkualitas. Jika kualitas pendidikan 
  bagus, maka umur produktif akan diisi oleh penduduk yang memiliki daya saing tinggi. Serta mampu meningkatkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.   2. Tingkat kesehatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, sehingga diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dewasa ini di Indonesia terdapat beberapa masalah kesehatan penduduk yang masih perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari semua pihak karena dampaknya akan mempengaruhi kualitas bahan baku sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Di negara kita mereka yang mempunyai penyakit diperkirakan 15% sedangkan yang merasa sehat atau tidak sakit adalah selebihnya atau 85%. Selama ini nampak bahwa perhatian yang lebih besar ditujukan kepada mereka yang sakit. Sedangkan mereka yang berada di antara sehat dan sakit 
  tidak banyak mendapat upaya promosi. Untuk itu, dalam penyusunan prioritas anggaran, peletakan perhatian dan biaya sebesar 85% seharusnya diberikan kepada 85% masyarakat sehat yang perlu mendapatkan upaya promosi kesehatan. Kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kesehatan selalu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Berikut adalah data angka harapan hidup di Kabupaten Gowa tahun 2007-2016. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mulai dari memberikan penyuluhan akan pentingnya pola hidup sehat, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sampai ke daerah- daerah terpencil, menambah jumlah tenaga kesehatan, mengusahakan obat murah (generik) hingga asuransi kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2007 hingga tahun 2017, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Gowa mengalami fluktiasi atau bisa dikatakan cenderung menurun, mulai dari 71,07 tahun hingga 69,92 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di kabupaten Gowa mengalami kemunduran angka harap hidup dari tahun ke tahun. 
  Adanya kemunduran angka harapan hidup menandakan kualitas hidup maupun lingkungan di kabupaten gowa mengalami kemunduran. Disatu sisi, keterlibatan pemerintah dalam menjamin kelansungan hidup masyarakat kurang tepat sasaran sehingga, dampak yang sangat besar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dibidang kesehatan melalui harapan hidup masyarakat Kabupaten Gowa. Pada tabel 4.3 menunjukan angka harapan hidup di kabupaten gowa tahun 2007-2016.  Tabel 4.3. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 Tahun Angka Harapan Hidup (Tahun) 2007 71.07 2008 71.25 2009 71.43 2010 71.61 2011 71.78 2012 71.96 2013 72.04 2014 69.78 2015 69.88 2016 69.92  Sumber: BPS kabupaten Gowa 2018  3. Belanja Fiskal Pendidikan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritasnya utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan diwakili oleh pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.  
  Bagi negara, pendidikan adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang mana sangat menentukan masa depan dari masyarakatnya. Dengan pendidikan, suatu negara dapat keluar dari kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan menjadi sebuah lingkaran setan yang mana dari tahun ke tahun permasalahannya belum dapat diselesaikan dengan baik. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur bahwa 20 persen dari dana negara wajib dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, hal ini untuk memastikan bahwa seluruh rakyat di Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah melalui program wajib belajar sembilan tahun. Salah satu contoh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui Program Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS). Program Dana BOS merupakan salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam pembiayaan pendidikan, pemerataan dan perluasan akses, serta untuk peningkatan mutu pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola biaya atau dana pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks karena aspek dana/biaya begitu luas antara lain mencakup: sumber-sumber biaya/dana, system dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang dapat diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya tingkat sekolah. Berikut 
  ini belanja fiskal di bidang pendidikan untuk kabupaten gowa dari tahun 2007-2016 ditampilkan pada tabel 4.4.   Tabel 4.4. Tingkat Belanja Fiskal dibidang Pendidikan di Kabupaten Gowa  Tahun 2007-2016 Tahun Belanja Fiskal Pendidkan 2007 Rp. 72.461.099.303 2008 Rp. 74.166.938.938 2009 Rp. 76.382.017.402 2010 Rp. 79.070.411.390 2011 Rp. 82.330.707.403 2012 Rp. 85.868.489.156 2013 Rp. 59.733.381.150 2014 Rp. 79.647.740.473 2015 Rp. 52.234.535.507 2016 Rp. 78.406.687.942   Sumber: Bappenas Kabupaten Gowa 2019  Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan jumlah anggaran pemerintah dalam katagori belanja fiskal pendidikan yang disediakan untuk membiayai peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Gowa, terhitung mulai tahun 2007 hingga tahun 2016. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012, jumlah belanja fiskal pendidikan mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 terjadi penurunan jumlah belanja fiskal pendidikan di kabupaten gowa. Kualitas pendidikan apabila ditunjang melalui keterlibatan pemerintah secara langsung, secara otomatis garis kemiskinan mampu diretas dan lapisan masyarakat yang 
  tidak mampu membiayai pendidikan sangat terbantu melalui penganggaran pendidikan bagi masyarakat miskin.  4. Belanja Fiskal Kesehatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Sebagaimana pendidikan, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar utama publik. Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, hingga penggunaan kartu miskin. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan oleh pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak 
  masyarakat untuk hidup sehat (right for health) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas. Pengalaman di negara-negara maju memperlihatkan bahwa suksesnya desentralisasi tidak terlepas dari adanya program transfer fiskal yang baik. Rancangan formula transfer ini haruslah bersifat sederhana, transparan, dan yang paling penting, konsisten dengan sasaran utamanya. Transfer yang terstruktur rapi akan merangsang persaingan daerah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas sistem keuangan daerah. Sebagai contoh transfer untuk bidang kesehatan dan pendidikan dapat diberikan baik untuk sektor publik atau swasta nonprofit dalam kesempatan dan kriteria yang sama pula untuk memicu persaingan dan inovasi dalam pendanaan, sehingga, prioritas nasional maupun daerah, dalam hal ini pengurangan kemiskinan dapat menurun seiring dengan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pada tabel 4.5 menunjukan jumlah pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja fiskal dibidang kesehatan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan mulai tahun 2007 hingga tahun 2016. Tabel 4.5 Belanja Fiskal dibidang kesehatan di Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 Tahun Belanja Fiskal dibidang Kesehatan 2007 Rp. 51.770.286.049 2008 Rp. 52.989.033.827 2009 Rp. 54.571.610.532 2010 Rp. 56.492.350.448 2011 Rp. 58.821.689.346 2012 Rp. 61.349.279.668 2013 Rp. 78.868.235.547 2014 Rp. 86.674.955.220 2015 Rp. 78.479.977.655 2016 Rp. 156.573.048.119 Sumber: Bappenas Kabupaten Gowa 2019 
   Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa mulai tahun 2007 hingga tahun 2016 anggaran pemerintah untuk pembiyaan dibidang kesehatan mengalami peninggkatan dari tahun ke tahun. Demi meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat kabupaten Gowa, Sulawesi selatan, pemerintah meningkatkan jumlah belanja fiskal untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat serta membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Peningkatan jumlah belanja fiskal dibidang kesehatan tidak tanggung-tanggung, terhitung mulai tahun 2007 jumlah belanja fiskal dibidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tercatat Rp. 51.770.286.049 mengalami peningkatan secara drastis pada tahun 2016 sebanyak Rp. 156.573.048.119.  5. Tingkat Kemiskinan Salah satu masalah penting yang hingga saat ini dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Walaupun selama 6 Pelita, Indonesia telah dapat menurunkan jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan, tetapi hasil yang dicapai tersebut ternyata bertahan hanya dalam waktu 2 tahun, yaitu ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Sehingga sangat dibutuhkan sasaran yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.  Secara umum, pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yaitu pertama, kemiskinan absolut. Kondisi ini terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang 
  antara lain pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif. Kondisi di mana jika seseorang yang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar yang berupaya membantu. Keempat, kemiskinan kronis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian serta rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan dari ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Kelima, kemiskinan sementara. Kondisi ini terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi. Perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan, bencana lain atau dampak dari satu ebijakan tertentu yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Salah satu pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh BPS Indonesia. BPS menggunakan garis batas kemiskinan berdasarkan besarnya mata uang (rupiah) yang dibelanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. World Bank juga membuat garis kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar USD1 dan USD2 perkapita perhari. Angka konversi paritas daya 
  beli tersebut merupakan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar USD1 di Amerika Serikat. Selain itu, masih banyak penelitian lain yang meneliti cara mengukur kemiskinan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dalam rangka lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional, maka program pro rakyat, memfokuskan pada program sebagai berikut: a. Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaanmasyarakat, c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berikut ini ditampikan tingkat kemiskinan di kabupaten gowa Sulawesi Selatan dari tahun 2007 hingga 2016 melalui tabel 4.6 sebagai berikut. Tabel 4.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2007-2016 (Ribuan Jiwa) Tahun Kemiskinan Persentase kemiskinan 2007 83,95 16,90% 2008 77,2 12,79% 2009 67 10,93% 2010 62,15 9,49% 2011 56,6 8,55% 2012 54,6 8,05% 2013 61 8,73% 2014 57,03 8,04% 2015 59,47 8,27% 2016 61,25 8,40% Total 100% Sumber: Bappenas Kabupaten Gowa 2018 
   Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6 menunjukan trand tingkat kemiskinan di kabupaten gowa Sulawesi selatan cenderung menurun mulai tahun 2007 hingga tahun 2016. Presentase tingkat kemiskinan pada tahun 2007 hingga 2010 masih diatas 9%. Ketika memasuki tahun 2011, tingkat kemiskinan di kabupaten gowa mengalami penurunan hingga tahun 2016 dengan persentase tingkat kemiskinan kurang dari 9% atau hanya seputaran 8%. Pemerintah telah mencanamkan segela bentuk program bantuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat kabupaten gowa. Untuk itu, diharapkan dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan cenderung menurun, bukan sebaliknya.  C. Hasil Analisis Data 1. Analisis Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik (classical assumptions) adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu normalitas, heterokeasitisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi, Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. a. Uji Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
  tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal Probability Plot. Pada gambar 4.1 dan 4.2 menampilkan hasil pengujian normalitas data.   Gambar 4.1. Histogram Normalitas Data   
   Gambar 4.2. Uji Normalitas data P-Plot  Berdasarkan hasil pengujian data yang ditampilkan seperti pada gambar 4.1 dan 4.2. menunjukan data penelitian yang dipakai berdistribusi normal. Seperti pada gambar 4.2 mengenai grafik normal probability plot, persebaran titik-titik di garis diagonal berada disekitar garis diagonal tersebut, maka dapat dikatakan data berdisitribusi normal dan bisa dilakukan pengujian selanjutnya.   b. Uji Multikolinearitas   Uji ini bertujuan untuk menguji data model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Torelance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menujukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cotuff 
  yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.  Maka disimpulkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat ditunjukan pada tabel 4.7 sebagai berikut. Tabel 4.7. Uji Multikolinieritas Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant)   PENDIDIKAN .996 1.004 KESEHATAN .996 1.004 Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 24, 2019  Berdasarkan hasil pengujian mulitkolinieritas yang ditunjukan pada tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai VIF dari masing-masing variable yang ditunjukan pada melalui tabel diatas kurang dari 10 (<10), artinya keseluruhan variable tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Masing-masing nilai VIF dari variable diatas yaitu variable pendidikan sebesar 1,004; variable kesehatan sebesar 1,004. Keseluruhan variable apabila ditinjau dari nilai VIF yang diperoleh berarrti kurang dari 10 (<10).   c. Uji Heteroskedastisitas   Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan kata lain, pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi 
  linier, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas ditampilkan pada gambar 4.3 sebagai berikut.  Gambar 4.3. Grafik Scatterplot Pengujian Heteroskedastisitas  Berdasarkan pengujian yang ditampilkan melalui gambar 4.3 menunjukan bahwa terlihat persebaran titik-titik secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu secara jelas. Selain itu, persebaran titik-titik pada grafik tersebut tersebar baik dibagian bawah maupun bagian atas atau diantara sumbu X maupun sumbu Y. Artinya menunjukan bahwa data penelitian tidak terjadi atau tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan berdasarkan variable yang digunakan.    
  d. Uji Autokorelasi   Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut.  Tabel 4.8. Hasil Pengujian Autokorelasi Model Change Statistics Durbin-Watson df1 df2 Sig. F Change 1 2 7 .008 1.916 Sumber: Data Primer dioleh dengan SPSS 24, 2019  Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang ditampilkan pada tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,916. Apabila perolehan nilai DW lebih besar dari pada batas atas (dU) dan kurang dari jumlah variable independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan pendekatan Durbin-Watson dengan perolehan nilai DW 1,916 lebih besar dari pada nilai dU.  2. Analisis Regresi Linier dan Pengujian Hipotesis Pengujian regresi linier dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten gowa, Sulawesi selatan. Pengujian regresi linier pada penelitian ini menggunakan 
  bantuan softwere IBM SPSS versi 24. Selain itu, dilakukan pengujian hipotesis yang sebelumnya telah dikembangkan pada penelitian ini. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini terdiri dari 4 hipotesis yang diajukan yaitu diduga bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa (H1); diduga bahwa kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa (H2). Sedangkan hipotesis diduga bahwa belanja fiskal dalam Memoderasi pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa (H3) dan diduga bahwa belanja fiskal dalam Memoderasi kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa (H4) akan dilakukan setelah pengujian regresi linier dan hipotesis H1 dan H2 dilakukan. Pada tabel 4.9 menampilkan hasil pengujian regresi linier berserta hasil pengujian hipotesis H1 dan H2 sebagai berikut.  Tabel 4.9. Hasil Pengujian Regresi Linier dan hasil pengujian Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 215.351 148.703  1.448 .191 PENDIDIKAN -21.152 4.591 -.868 -4.607 .002 KESEHATAN -.063 2.017 -.006 -.031 .976 R = 0,867a; R Square = 0,753; Adjusted R Square = 0,682; Std. Error of the Estimate = 5,36258 F = 10,643  Sig = 0,008b  Sumber: data primer dioleh dengan SPSS 24, 2019  Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.9 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y  = a + ß1X1 + ß2X2 + µ  
  Ln Y    = a + ß1LnX1 + ß2LnX2 + µ  Ln Y    = 215.351 - 21,152 X1 - 0,063 X2 + µ Hasil yang diperoleh berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Nilai koefisien a yaitu sebesar 215.351, apabila variabel tingkat pendidikan (X1) dan kesehatan (X2) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka memungkinkan terjadi peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 215.351. 2. Nilai koefisien ß1= -21,152, hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1% maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya -21,152% dengan asumsi bahwa variabel tingat kesehatan (X2) dianggap konstan. 3. Nilai koefisien ß2= -0,063, menunjukan bahwa apabila terjadi kenaikan di tingkat kesehatan sebesar 1% maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya -0,063% dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) dianggap konstan. 4. Nilai Standar Error sebesar 148,703 menunjukkan bahwa semakin kecil nilai Standar Error, maka persamaan tersebut semakin baik untuk dijadikan sebagai alat untuk diprediksi.  a. Uji Koefisien Determinasi  (Uji R2)  Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti 
  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang di tampilkan seperti pada tabel 4.9 di atas bahwa pengaruh variabel tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa diperoleh nilai (R2) sebesar 0,753. Hal ini menunjukan bahwa variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa sebesar 75,3%. Sedangkan sisa nilai perolehan variabel tersebut kemungkinan terdapat pada variabel diluar penelitian ini yaitu sebesar 24,7%.  b. Uji Simultan (Uji F)   Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui apakah variabel tingkat pendidikan dan variabel tingkat kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang ditampilkan pada tabel 4.9 menunjukan hasil pengujian tingkat pengaruh antara variabel tingkat pendidikan (X1) dan tingkat kesehatan (X2) Terhadap tingkat kemiskinan (Y), maka diperoleh nilai fhitung>ftabel (10,643>4,76) dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa berdasarkan pengujian secara simultan. 
   c. Uji Parsial (Uji T)   Uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada tabel uji parsial dengan memperhatikan kolom signifikansi dan nilai t-tabel dengan thitung. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu: 1. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05 dan thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil pengujian signifikansi individual atau uji T antara variabel tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut.  Tabel 4.10. Hasil Uji T Model t-hitung t-tabel Sig. 1 (Constant) 1,448 1,943 0,191 PENDIDIKAN 4,607 1,943 0,002 KESEHATAN .031 1,943 0,976  Berdasarkan hasil yang ditunjukan pada tabel 4.10 menunjukan bahwa pengaruh secara parsial tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari arah hubungan dan tingkat signifikansinya. Hasil pengujian hipotesis variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya dapat di analisis sebagai berikut: 
  1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa secara parsial Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel tingkat pendidikan (X1) menunjukkan nilai signifikansi <a (0,002<0,05) dan t-hitung>t-tabel (4,607>1,943) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial, variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.   2. Pengaruh tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa secara parsial  Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel tingkat kesehatan (X2) menunjukkan nilai signifikansi >a (0,976>0,05), t-hitung<t-tabel (0,031<1,943) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat dikatakan variabel tingkat kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.  3. Analisis Regresi Linier dengan variabel moderatting dan Pengujian Hipotesis Pada bagian ini, pengujian regresi linier dilakukan dengan variabel moderasi untuk mengetahui apakah dengan variabel moderting mampu mempengaruhi variabel independen secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten gowa atau sebaliknnya. Pengujian regresi linier dengan variabel moderring dilakukan dengan bantuan softwere IBM SPSS versi 24. Hasil pengujian regresi linier dengan variabel 
  belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten gowa dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut.    Tabel 4.11. Hasil Pengujian Regresi Linier dengan Variabel Moderating Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 80,716 25,725  3,138 0,016 BLANJA FISKAL X31 -1,285 0,00 -0,141 -0,396 0,704 BLANJA FISKAL X32 -9,745 20,00 -0,325 -0,916 0,390 R = 0,349a; R Square = 0,122; Adjusted R Square = -0,129; Std. Error of the Estimate = 10,10249 F = 0,486  Sig = 0,635b  Sumber: data primer dioleh dengan SPSS 24, 2019  Berdasarkan hasil pengujian regresi linier seperti yang ditampilkan pada tabel 4.11 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y  = a + ß1X31 + ß2X32 + µ  Ln Y    = a + ß31LnX + ß32LnX32 + µ  Ln Y    = 80,716 - 1,285 X31 - 9,9745 X32 + µ Hasil yang diperoleh berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Nilai koefisien a yaitu sebesar 80,716 apabila variabel belanja fiskal yang memoderasi tingkat pendidikan (X31) dan belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan (X32) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka memungkinkan terjadi peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 80,716. 
  2. Nilai koefisien ß1= -1,285, hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan sebesar 1% maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya          -1,285% dengan asumsi bahwa variabel belanja fiskal dibidang kesehatan yang memoderasi tingkat kesehatan (X32) dianggap konstan. 3. Nilai koefisien ß2= -9,745, menunjukan bahwa apabila terjadi kenaikan pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya -9,745% dengan asumsi bahwa variabel belanja fiskal dibidang pendidikan yang memoderasi tingkat pendidikan (X31) dianggap konstan. 4. Nilai Standar Error sebesar 25,725 menunjukkan bahwa semakin kecil nilai Standar Error, maka persamaan tersebut semakin baik untuk dijadikan sebagai alat untuk diprediksi.  d. Uji Koefisien Determinasi  (Uji R2)  Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
  Berdasarkan hasil pengujian regresi yang di tampilkan seperti pada tabel 4.11 di atas bahwa pengaruh variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa diperoleh nilai (R2) sebesar 0,122. Hal ini menunjukan bahwa variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi tingkat kemiskinan melalui variabel moderasi belanja fiskal di Kabupaten Gowa sebesar 12,2%. Sedangkan sisa nilai perolehan variabel tersebut kemungkinan terdapat pada variabel diluar penelitian ini yaitu sebesar 87,8%.  e. Uji Simultan (Uji F)   Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui apakah variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil pengujian regresi yang ditampilkan pada tabel 4.9 menunjukan hasil pengujian tingkat pengaruh variabel belanja fiskal (X3) dalam memoderasi tingkat pendidikan (X1) dan tingkat kesehatan (X2) Terhadap tingkat kemiskinan (Y), maka diperoleh nilai fhitung>ftabel (0,486<4,35) dengan nilai signifikansi 0,635 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang dimoderasi variabel belanja fiskal secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa berdasarkan pengujian secara simultan.  
  f. Uji Parsial (Uji T)   Uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel moderasi. Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada tabel uji parsial dengan memperhatikan kolom signifikansi dan nilai ttabel dengan thitung. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu: 1. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 2. Jika nilai signifikansi > 0,05 dan thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil uji parsial (uji T) antara variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut.  Tabel 4.12. Hasil Uji T Model t-hitung t-tabel Sig. 1 (Constant) 3.138 1,943 0,016 X31 -0.396 1,943 0,704 X32 -0,916 1,943 0,390 Sumber: data primer diolah dengan SPSS 24, 2019  Berdasarkan hasil yang ditunjukan pada tabel 4.12 menunjukan bahwa pengaruh secara parsial variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari arah hubungan dan tingkat signifikansinya. Hasil 
  pengujian hipotesis variabel independen secara parsial yang dimoderasi variabel belanja fiskal terhadap variabel dependen dapat di analisis sebagai berikut: 1. Pengaruh belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa secara parsial Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi >a (0,704>0,05) dan t-hitung<t-tabel (-0,396<1,943) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial, variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.  2. Pengaruh belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa secara parsial Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai signifikansi >a (0,390>0,05) dan t-hitung<t-tabel (-0,916<1,943), dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Sehingga dapat dikatakan variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa.     
  D. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pengaruh variabel tingkat pendidikan (X1) terhadap tingkat kemiskinan Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat pendidikan yang diukur menggunakan persentase rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gowa memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa. Dengan melihat nilai koefisien sebesar 4,607 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat pendidikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,607% dengan nilai probabilitas (0,002). Teori human capital berasumsi bahwa, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap penambahan satu tahun sekolah berarti disuatu pihak, peningkatan kemampuan kerja dan penghasilan seseorang. Akan tetapi dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Menurut Theoderore W. Schultz proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, namun merupakan suatu investasi yang amat besar dan berharga. Investasi dalam bidang pendidikan hasilnya tidak akan dirasakan dalam waktu yang singkat, tetapi akan dirasakan di kemudian hari. Nilai modal manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (intensive labor) tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (intensive brain). Kemiskinan sangat erat sekali hubungannya dengan relatif sempitnya kesempatan kerja, terutama bagi angkatan kerja yang tidak berpendidikan dan 
  tidak mempunyai keahlian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terutama di sektor-sektor yang menggunakan tenaga kerja secara intensif, sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Namun demikian tidak semua tipe angkatan kerja dapat terserap dalam sektor-sektor ini. Perkembangan perekonomian yang disertai dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi akan membutuhkan pekerja-pekerja yang lebih terampil dan berpengetahuan, dimana hanya dapat disediakan oleh tenaga kerja terdidik atau terampil. Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang bersifat positif. Dalam Islam telah dianjurkan bahkan diwajibkan bagi umat Islam untuk belajar atau menuntut ilmu. Akhlakul karimah diperoleh melalui pendidikan, tauhid ditanamkan dalam jiwa melalui pendidikan, pengetahuan diperoleh melalui pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan dalam Islam agar umat Islam terbebas dari kebodohan. Adapun ayat Al-qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu dalam QS. Shad/38:29 yang artinya “Kitab (Al-Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat medapat pelajaran” (QS. Shad 38:29).  2. Pengaruh Variabel Kesehatan (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan  (Y)  Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa tingkat kesehatan memberikan pengaruh positif secara tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gowa ditandai dengan nilai probabilitas (0,976). Nilai koefisien regresi parsial 
  (ß2) positif sebesar 0,031, yang berarti bahwa kenaikan 1% pada Angka Harapan Hidup maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,31%.  Pada hasil regresi dalam model penelitian ini tingkat kesehatan memiliki hubungan yang positif secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan peningkatan kesehatan daerahnya. Dengan penduduk yang sehat maka produktifitas akan meningkat pula. Dengan peningkatan produktifitas penduduk dari segi ekonomi pendapatannya bertambah sehingga meningkatkan kesejahteraan diwilayah tersebut. Bimo Rizki dan Samsubar Saleh mengatakan bahwa konsep pembangunan manusia juga merupakan konsep ekonomi, karena salah satu konsep pembangunan ekonomi adalah peningkatan mutu modal manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Salah satu indikator kesehatan adalah panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup. Derajat kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Menurut Kartasasmita (1996) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Orang yang kondisi kesehatannya buruk, tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka produktifitasnya juga rendah. Jika produktifitasnya rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan. 
  Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama golongan miskin. Dengan meningkatnya kualitas SDM maka produktivitas golongan miskin akan naik, sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan akan menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Kesehatan adalah harta yang tak bernilai bagi manusia, karena dengan kesehatan semua orang dapat melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa ada yang membatasinya. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Adapun ayat Al-Qur’an tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam QS. Yunus/10:67 dengan terjemahan sebagai berikut. “Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang-benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar” (QS. Yunus 10:67). Allah telah menciptakan pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak bermakna. Pergantian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam hari setelah lelah berusaha. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa islam merupakan agama yang sangat kompleks, karena mengatur segala aspek kehidupan baik masalah duniawi, ataupun ukhrawi. Al-Qur’an yang merupakan kalam ilahi dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia mengandung segala ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan. 
   3. Pengaruh Variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan (X31) terhadap tingkat Kemiskinan  (Y) Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan memberikan pengaruh secara negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ditandai dengan nilai probabilitas (0,704). Nilai koefisien regresi parsial (ß2) negatif sebesar -0,396, yang berarti bahwa kenaikan 1% pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,96%.  Pada hasil regresi dalam model penelitian ini belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan memiliki hubungan yang negatif dan secara signifikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Semakin tinggi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam belanja negara dibidang pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal penyusunan anggaran belanja yang dirumuskan dalam belanja fiskal akan mempengaruhi kualitas pendidikan suatu daerah apabila porsi belanja fiskal dibidang pendidikan ditingkatkan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Filmer & Pritchett  (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004) dan Klasen (2005). Menurut penelitian mereka, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi dan 
  transfer. Pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan secara tidak langsung adalah negatif dan signifikan. Jika dilihat dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan. Efek langsung muncul dalam bentuk manfaat yang diterima dari pengeluaran pada program kerja dan kesejahteraan. Efek tidak langsung muncul ketika investasi pemerintah di bidang infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan merangsang pertumbuhan pertanian dan nonpertanian yang mengarah ke pekerjaan yang lebih besar dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi masyarakat miskin dan bahan makanan yang lebih murah. Secara teoritis, hubungan antara belanja publik dan kemiskinan berasal dari tiga sumber yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan upah. Peningkatan belanja publik akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Permintaan terhadap tenaga kerja sebagai akibat dari meningkatnya permintaan agregat menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kesempatan kerja yang lebih tinggi dan produktivitas mengarahkan pada dua jalur. Pertama, menaikkan tingkat upah yang selanjutnya berkontribusi dalam pengurangi kemiskinan dan kedua, percepatan dalam pertumbuhan ekonomi yang mana hal ini dapat menaikkan belanja publik.  Pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program nasional yang dibiayai oleh anggaran kementerian/lembaga teknis vertical dalam rangka mencapai tujuan dan prioritas 
  nasional, sebagaimana tujuan bantuan spesifik untuk daerah. Namun, anggaran kementrian/lembaga vertikal tersebut bukan untuk membiayai program prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah.  Sebagai contohnya di bidang pendidikan dengan program penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun. Prinsip desentralisasi fiskal khususnya money follow function mengharuskan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dasar (mulai dari gaji guru, biaya administrasi dan operasional sekolah menjadi tanggung jawab daerah (APBD). Apabila daerah tidak memiliki kemampuan fiskal untuk mendanai tanggung jawabnya, maka pemerintah pusat dapat menyediakan bantuan melalui mekanisme transfer ke daerah (APBD), bukan dengan mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  4. Pengaruh Variabel belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan (X31) terhadap tingkat Kemiskinan  (Y) Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan memberikan pengaruh secara negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa ditandai dengan nilai probabilitas (0,390). Nilai koefisien regresi parsial (ß2) negatif sebesar -0,916, yang berarti bahwa apabila kenaikan 1% pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,16%.  Pada hasil regresi dalam model penelitian ini belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan secara signifikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Semakin tinggi anggaran yang dikucurkan melalui kebijakan fiskal dalam mengatasi tingkat kemiskinan melalui 
  upaya pelayanan kualitas kesehatan masyarakat, maka angka harapa hidup masyarakat akan semakin meningkat pula.  Menurut Agus Salim (2007), pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan yang pro poor yang mempunyai dampak yang negatif terhadap kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Di samping itu, kebijakan pengeluaran tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya terhadap pembentukan modal manusia (human capital). Kebijakan inilah yang yang dianggap sebagai kebijakan yang berdampak ganda (win-win policies). Menurut Novianto (2003), esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: 1) akses untuk mendapatkan makanan yang layak; 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak; 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak; 4) akses untuk mendapatkan layanan kesehatan; 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan; 6) akses kepada leisure dan entertainment; dan 7) akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak. 
  Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sangat besar diharapkan. Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Dengan demikian, semakin besar investasi pembangunan manusia akan berdampak pada semakin tinggi produktivitas dan pendapatan individual, regional dan nasional serta merupakan aspek pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.          
  BAB V PENUTUP  A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tentang pengaruh belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten gowa, Sulawesi selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat melalui perolehan nilai koefisien sebesar 4,607 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat pendidikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,607% dengan nilai probabilitas (0,002). 2. Terdapat pengaruh positif secara signifikan antara tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Ini ditandai dengan perolehan nilai probabilitas (0,976) dan nilai koefisien regresi parsial negatif sebesar 0,031, yang berarti bahwa kenaikan 1% pada tingkat kesehatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,31%. 3. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan antara belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. ditandai dengan nilai probabilitas (0,704) dan nilai koefisien regresi parsial negatif sebesar -0,396, yang berarti bahwa kenaikan 1% pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,96%. 
  4. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan antara belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Berdasarkan perolehan nilai probabilitas (0,390) dan nilai koefisien regresi parsial sebesar -0,916, yang berarti bahwa apabila kenaikan 1% pada belanja fiskal dalam memoderasi tingkat kesehatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,16%.  B. Saran 1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa agar mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik melalui penyediaan balai latihan keterampilan-keterampilan khusus maupun lainnya, agar masyarakat lebih kreatif dan berkompeten dalam segala bidang termasuk dalam hal membuka lapangan usaha baru.  2. Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan miskin dengan memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin secara gratis minimal sampai tingkatan SMA dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah agar seluruh masyarakat mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan.  3. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Gowa perlu meningkatkan Angka Harapan Hidup agar kualitas kesehatan penduduk terus meningkat. Hal ini 
  akan menunjang aktivitas produksi sehingga pendapatan yang diperoleh lebih maksimal dan kemiskinan akan berkurang.                       
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    Descriptive Statistics  Mean Std. Deviation N TINGKAT KEMISKINAN 64.0250 9.50697 10 FISKAL PENDIDIKAN 74030200866.40 10395616017.044 10 FISKAL KESEHATAN 73659046641.10 31678231260.148 10   Correlations  TINGKAT KEMISKINAN FISKAL PENDIDIKAN FISKAL KESEHATAN Pearson Correlation TINGKAT KEMISKINAN 1.000 -.128 -.319 FISKAL PENDIDIKAN -.128 1.000 -.038 FISKAL KESEHATAN -.319 -.038 1.000 Sig. (1-tailed) TINGKAT KEMISKINAN . .362 .184 FISKAL PENDIDIKAN .362 . .459 FISKAL KESEHATAN .184 .459 . N TINGKAT KEMISKINAN 10 10 10 FISKAL PENDIDIKAN 10 10 10 FISKAL KESEHATAN 10 10 10   Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method 1 FISKAL KESEHATAN, FISKAL PENDIDIKANb . Enter a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN b. All requested variables entered.   Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Change Statistics Durbin-
  Square Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change Watson 1 .349a .122 -.129 10.10249 .122 .485 2 7 .635 .518 a. Predictors: (Constant), FISKAL KESEHATAN, FISKAL PENDIDIKAN b. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN   ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 99.021 2 49.511 .485 .635b Residual 714.422 7 102.060   Total 813.443 9    a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN b. Predictors: (Constant), FISKAL KESEHATAN, FISKAL PENDIDIKAN   Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95,0% Confidence Interval for B Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 1 (Constant) 80.716 25.725  3.138 .016 19.887 141.546   FISKAL PENDIDIKAN -1.285 .000 -.141 -.396 .704 .000 .000 .999 1.001 FISKAL KESEHATAN -9.745 .000 -.325 -.916 .390 .000 .000 .999 1.001 a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN   Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) FISKAL PENDIDIKAN FISKAL KESEHATAN 1 1 2.889 1.000 .00 .00 .02 2 .103 5.309 .02 .03 .94 3 .008 18.557 .98 .96 .05 a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN   
